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Abstrak 

Negara sebagai sebuah organisasi besar harus mempunyai hukum, yang dimanifestasikan 

dalam bentuk aturan-aturan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai anggota 

organisasi, dalam mendapatkan rasa aman, ketertiban, serta keadilan. Penerapan sanksi yang 

tegas juga harus dilakukan demi menciptakan keteraturan di tengah masyarakat. Hadirnya 

hukum administrasi dan juga hukum pidana yang saling bersinggungan ataupun berhubungan 

satu sama lain juga turut serta dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Buah dari 

persinggungan antara hukum administrasi dan juga hukum pidana melahirkan hukum pidana 

administrasi yang sekiranya mampu membantu memaksimalkan peran dan efektifitas hukum itu 

sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil 

penelitian ini kemudian  menunjukan bahwa pembangunan hukum nasional menjadi pekerjaan 

rumah yang harus segera diselesaikan, dan soal bagaimana ketersinggungan antara hukum 

pidana dan hukum administrasi. Baik hukum pidana dan hukum administrasi sama-sama mampu 

mambuat hukum di Indonesia semakin progresif sesuai cita-cita pembangunan hukum nasional 

itu sendiri.  
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PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai rechtstaat atau 

negara hukum. Salah satu ciri yang menunjukan 

Indonesia adalah negara hukum adalah setiap 

sendi kehidupan di Indonesia diatur oleh suatu 

aturan yang jelas, atau hukum yang jelas. 

Terciptanya aturan yang mengatur kehidupan 

manusia ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesejateraan dan juga jaminan terhadap 

keamanan masyarakat itu sendiri. Karenanya, 

hukum mengambil tempat yang sangat penting 

di dalam kehidupan kemasyarakatan. Kehadiran 

hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki 

tujuan guna menjamin dan menciptakan 

keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi 

masyarakat, rasa aman yang dirasakan 

masyarakat merupakan rasa aman dari segala 

macam ancaman, teror dan juga segala 

perbuatan lain yang merugikan hak dan 

kepentingan setiap manusia.  Di Indonesia 

sendiri, dikenal berbagai macam jenis cabang 

hukum. Hukum-hukum tersebut antara lain 

hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum 

Islam, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan 

Hukum Administrasi. Masing-masing cabang 

hukum sebagaimana yang dimaksud memiliki 

peran dan fungsinya masing-masing, dan 

setiapnya memiliki keterikatan satu sama lain. 

Sebagai contoh, hukum pidana administrasi 

merupakan gabungan antara hukum pidana dan 

hukum administrasi. Dilihat dari sifatnya, 

hukum adminstrasi lebih penerapannya akibat 

hukumnya lebih ringan ketimbang hukum 

pidana. Hukum pidana sifatnya lebih memaksa 

dan lebih intimidatif. Hubungan antara hukum 

administrasi dan hukum pidana sifatnya saling 

melengkapi. Melihat  adanya potensi hukum 

administrasi yang dilihat sebelah mata atau 

dianggap remeh, maka hukum pidana hadir 
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memperkuat hukum administrasi, melalui 

hukum pidana administrasi. Semuanya ini 

kembali kepada cita-cita pembangunan hukum 

Indonesia, yang berkeadilan.  Terhitung 16 

tahun sejak reformasi dilakukan di Negara 

Indonesia, geliat pembangunan hukum yang ada 

di Indonesia belum juga napak secara terang 

benderang dan aktual.nampaknya pembangunan 

hukum nasional masih dalam tahap mencari 

bentuk yang tepat dan juga ideal. Meski 

demikian, perihal proses penyelenggaraan 

pemerintahan masih beranjak lebih baik dengan 

adanya kontrol sosial serta peran aktif dari 

masyarakat dalam proses penyusunan dan 

pelaksanaan pembangunan hukum nasional. 

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang 

berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan 

arah pembangunan di bidang lainnya 

memerlukan penyerasian. Betapapun arah 

pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-

garis besar gagasan dalam UUD NKRI Tahun 

1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat 

perkembangan masyarakat yang dimimpikan 

akan tercipta pada masa depan. Pembangunan 

hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikan 

dengan pembangunan undang-undang atau 

peraturan perundangan menurut istilah yang 

lazim digunakan di Indonesia. Membentuk 

undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak 

berarti sama dengan membentuk hukum. 

Negara hukum bukan negara undang-undang. 

Pembentukan undang-undang hanya bermakna 

pembentukan norma hukum. Padahal tatanan 

sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan 

tatanan normatif semata. Karena itulah maka 

diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut 

memiliki kapasitas. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penulisan Jurnal Ini Menggunakan 

Metode Normatif Jurnal ini Merupakan Penelitian 

Tentang Persoalan Dinamika Persinggungan 

Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Di 

Indonesia Penelitian Hukum yang di lakukan 

dengan penelitian Hukum Kepustakaan  

 

 

 

 

Pembahasan  

Persinggungan Hukum Administrasi Dan 

Hukum Pidana Dalam Satu Kasus Hukum 

 

Di da lla lm  mema lkna li hukum a ldministra lsi seba lga li 

sebua lh hukum, ma lka l bentura ln terha lda lp istila lh 

ma lupun pengertia lnnya l a lka ln sering terja ldi da ln 

mewa lrna li konsep pema lkna la lnnya l. Istila lh ya lng 

diguna lka ln sua ltu wila lya lh denga ln wila lya lh la linnya l 

berbeda l sa ltu sa lma l la lin. Di Bela lnda l, diguna lka ln 

istila lh aldministraltifrecht  a lta lu bestuursrecht. 

Pema lka lia ln istila lh ini memiliki ma lkna l lingkunga ln 

kekua lsa la ln/a ldministra ltif ya lng terpisa lh da lri 

lingkunga ln kekua lsa la ln legisla ltif da ln yudisia ll. 

Sementa lra l itu, di Pra lncis, istila lh ya lng diguna lka ln 

a lda lla lh droit aldmini`straltive ya lng dia lrtika ln beba ls 

hukum a ldministra lsi berhubungan erat dengan 

masifnya pertumbuhan undang-undang 

hukum administratif yang mengandung 

hukum pidana. Dimasukannya hukum pidana 

kedalam hukum administrasi  sebagai salah 

satu cara untuk menyelesaikan maslah dikenal 

dengan istilah Ultimum remedium  Ultimum 

remedium merupakan salah satu asas yang 

terdapat di dalam hukum pidana di Indonesia 

yang mengatakan bahwa hukum pidana 

hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam 

menyelesaikan sebuah masalah. Ultimum 

remedium merupakan alat terakhir hubungan 

tindak pidana administrasi sebagai 

pendayagunaan hukum pidana , guna 

menegakkan hukum adminstrasi. Hukum 

pidana setelah hukum administrasi pada 

akhirnya menjadi dilematis karena terletak 

diantara dua pandangan. Pandangan pertama, 

yaitu bahwa hukum pidana merupakan 

ultimum remedium atau upaya terakhir dalam 

penegakan hukum setelah di berikan peluang 

penyelesaian hukum lewat cabang hukum lain, 

seperti hukum administrasi dan atau hukum 

lain. Pandangan pertama ini senada dengan 

pengertian hukum pidana administrasi yang 

nantinya diajukan dalam hukum pidana. 

Pandangan kedua yang berorientasi kepada 

pendayagunaan hukum pidana untuk 

tercapainya tujuan publik Administrative 
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Penal Law” kadang disandarkan bersamaan, 

bahkan kadang bertentangan sebagai makna 

dari “Administrative Criminal Law”. 

Perdebatan akan menjadi bahasan tersendiri 

antara makna Administrative Penal Law 

dengan Administrative Criminal Law. Disatu 

sisi bahwa arti harfiah “criminal law” juga 

dikenal sebagai istilah “penal law”. Pendapat 

ini disejajarkan dengan pandangan penulis 

bahwa antara isitilah “penal law” dan 

“criminal law” hanyalah masalah gradasi 

pemaknaan saja, tetapi keduanya, baik 

Administrative Penal Law dan Administrative 

Criminal Law dalam kaitan dengan 

pemahaman Administrative Law diartikan dan 

merupakan semua bentuk regulasi dan produk 

perangkatnya yang berada dalam lingkup dan 

bidang Administratif yang memiliki sanksi 

pidana . Sebagian besar paham mengikuti 

pandangan ini, dan hanya beberapa 

pandangan yang berpendapat bahwa 

Administrative Criminal Law adalah sebagai 

regulasi dalam produk perundang-undangan 

administrasi yang mengandung tidak saja 

sanksi pidana, tetapi perbuatan pidana. 

Perbedaan pandangan ini harus dilihat dan 

ditengok kembali kebelakang mengenai 

pemahaman Hukum Pidana tentang larangan 

suatu perbuatan disertai dengan sanksinya 

apabila terjadi pelanggaran atas larangan 

tersebut. Berdasarkan pemahaman inilah perlu 

diketahui posisi dan eksistensi Administrative 

Penal Law dalam struktur Hukum Pidana di 

Indonesia. Ruang lingkup masalahnya dapat 

dikaji dari sudut: (1) masalah-masalah pokok 

hukum pidana secara dogmatis (masalah 

tindak pidana, masalah kesalahan, atau 

masalah pidana dan pemidanaan); (2) secara 

fungsional mulai dari tahap formulasi, 

aplikasi dan eksekusi. Semua masalah itu 

tidak dapat dilepaskan dari masalah 

konsep/ide-dasar/pokok-pokok pikiran yang 

melatar belakanginya Hukum administrasi 

pada dasarnya merupakan hukum mengatur 

atau hukum pengaturan, yaitu hukum yang 

dibuat dalam melaksanakan kekuasaan 

mengatur atau kekuasaan pengaturan, 

sehingga penggunaan istilah hukum pidana 

administrasi sering pula disebut dengan 

hukum pidana mengenai pengaturan atau 

hukum pidana dari aturan-aturan. Dengan 

demikian, hukum pidana administrasi itu 

merupakan perwujudan dari kebijakan 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana 

untuk menegakkan atau melaksanakan norma 

yang ada dalam hukum administrasi tersebut. 

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga 

bahwa penggunaan hukum/sanksi pidana 

dalam hukum administrasi pada hakikatnya 

termasuk bagian dari “kebijakan hukum 

pidana” (penal policy), artinya rambu-rambu 

penggunaan hukum pidana berlaku juga pada 

hukum pidana administrasi.Tindak Pidana 

administrasi yang didefinisikan sebagai 

pemberdayaan hukum pidana guna penegakan 

hukum administrasi menghantarkan hukum 

pidana hanya mampu diterapkan dan dipakai 

pada peristiwa tertentu saja tergantung 

peristiwa tersebut termasuk kedalam 

golongan perbuatan melawan hukum didalam 

hukum administrasi atau tidak. Hukum pidana 

yang mengikuti hukum administrasi ini 

melahirkan dua pandangan yang dilematis. 

Pandangan pertama adalah hukum pidana 

merupakan ultimum remedium atau upaya 

terakhir penyelesaian masalah. Sebagai 

ultimum remedium, hukum pidana 

memberikan kesempatan kepada cabang 

hukum lain untuk penyelesaian hukum, 

seperti hukum perdata ataupun hukum 

administrasi. Pandangan kedua adalah 

cenderung kepada dimaksimalkannya hukum 

pidana untuk tercapainnya tujuan publik. 

Bahwa pasca penegakan hukum administrasi 

(sanksi administratif) pada sebuah tindak 

pidana administrasi, tidak akan 

menghilangkan unsur sanksi pidana pada 

perbuatan tersebut 
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Mengingat begitu pesatnya 

perkembangan masyarakat sebagai akibat 

perkembangan teknologi dan modernisasi, 

maka berdampak pula pada 

perkembangan modus operandi kejahatan 

yang ada dalam masyarakat dewasa ini. 

Dalam hal ini terjadi perkembangan 

kejahatan dari yang bersifat konvensional 

menuju kearah kejahatan kontemforer 

baik dalam bentuk kejahatan kerah putih 

(white collar crime) maupun kejahatan 

luar biasa (extra ordinarycrime). Untuk 

itu perlu adanya perubahan paradigma 

dalam melihat kejahatan administratif 

dewasa ini karena tidak tertutup 

kemungkinan kejahatan kontemforer 

tersebut bersemayam dalam praktik-

praktik administrasi, seperti pada 

kejahatan lingkungan hidup, kejahatan 

kehutanan, pertambangan, perikanan dan 

lain sebagainya. Oleh karena itu semula 

kejahatan administrasi dilihat sebagai 

Wet delicten/Mala prohibita karena 

dianggap tidak mematuhi perintah 

undang-undang, maka saat ini harus 

dilihat juga kemungkinan adanya sikap 

batin jahat sehingga bersifat Rechts 

delicten/Men rea/Mala Perse. 

Dalam kaitan ini menurut Yance Arizona, 

bahwa pada teori hukum pidana tradisional, 

terdapat pembedaan antara mala in se dan 

mala prohibita. Mala in se adalah tindakan 

yang jahat karena tindakan itu sendiri (evil in 

itself), sedangkan mala prohibita adalah 

tindakan yang disebut jahat karena dilarang 

oleh tata hukum positif 

Apabila mengamati kebijakan legislasi baik di 

pusat maupun di daerah, nampaknya sampai 

saat inipun, hukum pidana masih digunakan 

dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana 

politik kriminal. Hal ini terlihat bahwa akhir-

akhir ini pada bagian akhir kebanyakan 

produk perundang-undangan hampir selalu 

dicantumkan sub-bab tentang “ketentuan 

pidana” sebagai karakter dari Administrative 

Penal Law. Dapat disampaikan amanahnya 

bahwa Hukum Pidana hampir selalu menjadi 

“guard” pada disiplin ilmu lainnya di berbagai 

bidang, termasuk disiplin Hukum 

Administratif tersebut, sehingga terkesan 

bahwa apapun produk legislasi tanpa adanya 

ketentuan sanksi pidana maka regulasi akan 

dianggap sebagai produk yang tidak ada 

nilainya. Alasan ini memang menunjukan 

bahwa Hukum Pidana memiliki keterbatasan 

keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan-

kejahatan yang berkembang dalam 

masyarakat . Keterbatasan inilah sebagai 

salah satu solusi dikenalkannya hukum pidana 

pada disiplin ilmu lainnya, antara lain Hukum 

Administrasi.  Kondisi di atas berkaitan 

dengan adanya kebijakan untuk 

menyukseskan misi Pembangunanisme Orde 

Baru yang dilakukan secara instrumental 

dengan membangun banyak infrastruktur, 

termasuk infrastruktur di bidang peraturan 

perundang-undangan. Mochtar Kusuma 

Atmadja seorang ahli hukum yang berperan 

penting di masa itu mengintrodusir 

pandangan hukum Rescoe Pound yang 

mengatakan bahwa: law is tools of social 

engineering [hukum adalah alat rekayasa 

sosial]. Bedanya dengan pandangan Pound 

yang memandang Law sebagai putusan hakim 

dalam sistem anglo-saxon, Mochtar Kusuma 

Atmadja mengartikan Law itu sebagai hukum 

dalam arti peraturan dan kebijakan penguasa 

yang dituliskan. Sehingga guna melakukan 

perubahan sosial untuk tujuan pembangunan 

harus didayagunakan dengan instrumen 

peraturan perundang-undangan 

Di Inggris, istila lh ya lng diguna lka ln tida lk ja luh 

berbeda l denga ln istila lh ya lng dipa lka li oleh nega lra l 

Jerma ln, ya lkni aldministraltive lalw. Na lmun, sedikit 

a lga lk beda l. Di Jerma ln, istila lh ya lng diguna lka ln 

a lda lla lh verwa lltung recht. Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan  tidak  menjelaskan  

definisi, pengertian,maupun  konsep  

penyalahgunaan  wewenang.  Pasal  17  Undang-

UndangNo.  30  Tahun  2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan  hanya   mengatur   
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tentang   larangan   penyalahgunaan wewenang  

dantiga  spesies larangan  penyalahgunaan  

wewenang,  yang  meliputi  laranganmelampaui  

wewenang,  larangan  mencampuradukkan  

wewenang  dan  laranganbertindak  sewenang-

wenang,  yang  secara  konseptual  dan  teoritis 

menurut  ahli  Hukum  Administrasi  Negara  dan  

praktisi  Hukum  Administrasi  Negara  (hakim  

PTUN)  tidak  tepat  dan  cenderung  

mengaburkan Di Indonesia l hukum a ldministra lsi 

dipersa lma lka ln denga ln hukum a ldministra lsi nega lra l 

da ln juga l da lla lm keonsepnya l, terda lpa lt kemiripa ln 

denga ln hukum ta lta l usa lha l nega lra l, na lmun tida lk 

sa lma l. Hukum a ldministra lsi nega lra l seca lra l 

sederha lna l da lpa lt diga lmba lrka ln seba lga li hukum 

ya lng menga ltur periha ll prosedur meja lla lnka ln 

nega lra l seca lra l a ldministra ltif, menga ltur soa ll jumla lh 

da ln postensi, ba lik itu sumber da lya l a lla lm ma lpun 

sumber da lya l ma lnusia l da lla lm nega lra l, serta l sega lla l 

ha ll ya lng berka lita ln terha lda lp pemba lguna ln sua ltu  

nega lra l seca lra l a ldministra ltif.  Pengguna la ln istila lh 

hukum a ldministra lsi nega lra l diketenga lhka ln oleh 

Utrecht meskipun pa lda l mula lnya l mengguna lka ln 

istila lh hukum ta lta l usa lha l Indonesia l da ln kemudia ln 

hukum ta lta l usa lha l nega lra l Indonesia l. Pengguna la ln 

istila lh hukum a ldministra lsi nega lra l tersebut 

kemudia ln juga l disepa lka lti oleh ra lpa lt sta lf dosen 

fa lkulta ls hukum negeri seluruh Indonesia l pa lda l 

Ma lret 1973 di Cirebon. Pema lka lia ln tersebut 

dila lnda lsi pemikira ln ba lhwa l istila lh tersebut lebih 

lua ls da ln sesua li denga ln iklim perkemba lnga ln 

hukum Indonesia l. Pengertia ln Hukum 

Aldministra lsi menca lkup rua lng lingkup ya lng 

sa lnga lt lua ls, buka ln ha lnya l bida lng hukum pa lja lk, 

perba lnka ln, pa lsa lr moda ll, da ln perlindunga ln 

konsumen mela linka ln terma lsuk juga l di bida lng 

ekonomi, lingkunga ln, keseha lta ln, pendidika ln, 

keseja lhtera la ln sosia ll, ta lta l rua lng da ln la lin 

seba lga linya l. Ha ll ini menginga lt pengertia ln hukum 

a ldministra lsi (aldministraltive lalw) menurut 

Blalck’s Lalw Dictionalry, ya litu sepera lngka lt 

hukum ya lng dicipta lka ln oleh lemba lga l 

a ldministra lsi da lla lm bentuk unda lng unda lng , 

pera ltura ln-pera ltura ln, perinta lh, da ln keputusa ln-

keputusa ln untuk mela lksa lna lka ln kekua lsa la ln da ln 

tuga ls-tuga ls penga ltura ln/ menga ltur da lri lemba lga l 

ya lng bersa lngkuta ln (body of lalw crealted by 

aldministraltive algencies in the form of rules, 

regulaltions, orders, alnd decisions to calrry out 

regulaltory powers alnd duties of such algencies )  

(Arief, 2012)   

              Hukum a ldministra lsi nega lra l tida lk ha lnya l 

berisi ha lk da ln kewena lnga ln da lri pa lra l 

peja lba lt penyelengga lra l nega lra l da ln 

pemerinta lha ln sa lja l. Alka ln teta lpi, juga l 

menga ltur sisi keduduka ln ma lsya lra lka lt 

seba lga li aldressalt hukum a ldministra lsi 

nega lra l terha lda lp pemerinta lh. Menurut P 

De Ha lns, hukum a ldministra lsi nega lra l 

mempunya li tiga l fungsi uta lma l seperti 

berikut, a lnta lra l la lin : 

1. Fungsi norma ltif (normaltive functie) 

meliputi fungsi orga lnisa lsi 

(pemerinta lh) da ln instrumen 

pemerinta lha ln. 

2. Fungsi instrumenta ll (instrumentele 

functie) meliputi fungsi instrumenta ll 

a lktif da ln fungsi instrumenta ll pa lsif. 

Fungsi instrumenta ll a lktif da lla lm 

bentuk kewena lnga ln, seda lngka ln 

fungsi instrumenta ll pa lsif da lla lm 

bentuk kebija lksa lna la ln (beleid). Fungi 

instrumenta ll ini dia lra lhka ln pa lda l 

penca lpa lia ln tujua ln pemerinta lh 

sehingga l menga lndung a lsa ls efisiensi 

(da lya l guna l) da ln a lsa ls efektivita ls 

(ha lsil guna l). 

3. Fungsi ja lmina ln (walalrborgfunctie) 

meliputi tiga l jenis ja lmina ln:  

a.  Ja lmina ln pemerinta lha ln 

(bestuurlijk walalrbogen) ya lng 

menya lngkut a lspek doelma ltige 

da ln democra ltie, a lnta lra l la lin 

keterbuka la ln (openbalalrheid), 

inspra la lk, da ln berba lga li 

meka lnisme penga lwa lsa ln 

(controll); 

b.  Perlindunga ln hukum 

(rechtsbescherming); 

c.  Ga lnti rugi (de 

schaldevergoeding). 

Fungsi norma ltif lebih 

menunjukka ln ba lhwa l hukum a ldministra lsi 

nega lra l berusa lha l menga ltur norma l-norma l 

da lsa lr mengena li kelemba lga la ln 

pemerinta lha ln a lta lupun instrumen hukum 

ya lng diguna lka ln oleh lemba lga l 

pemerinta lh da lla lm menja lla lnka ln 
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fungsinya l di roda l pemerinta lha ln. 

Sementa lra l itu, fungsi hukum 

a ldministra lsi nega lra l juga l memiliki fungsi 

instrumenta ll. Ha ll ini lebih 

menitikbera ltka ln pa lda l fungsi ya lng 

menga ltur kewena lnga ln da lri lemba lga l 

pemerinta lha ln, ba lik ya lng bersifa lt 

instrumenta ll a lktif ma lupun ya lng bersifa lt 

instrumenta ll pa lsif. Instrumenta ll a lktif itu 

mengena li kewena lnga ln ya lng dimiliki 

lemba lga l tersebut, seda lngka ln 

instrumenta ll pa lsif menga ltur sisi 

pemberia ln kebija lka ln ya lng dila lkuka ln 

oleh pemerinta lh. Da lla lm ha ll fungsi 

penja lmina ln ya lng diemba ln oleh hukum 

a ldministra lsi nega lra l, hukum a ldministra lsi 

nega lra l berusa lha l menja lla lnka ln fungsi 

untuk menja lmin terselengga lra lnya l 

pemerinta lh berda lsa lrka ln demokra lsi. 

Untuk itu, dila lkuka ln penja lmina ln mela llui 

segena lp tinda lka ln pemerinta lh da lla lm 

penyelengga lra la ln penga lwa lsa ln. Ha ll ini 

dila lkuka ln a lga lr fungsi pemerinta lha ln 

bena lr-bena lr dila lkuka ln seca lra l 

berta lnggung ja lwa lb. Penja lmina ln ya lng 

dila lkuka ln oleh fungsi hukum 

a ldministra lsi nega lra l juga l menya lngkut 

segena lp penja lmina ln ya lng diberika ln 

kepa lda l ma lsya lra lka lt mengena li sega lla l 

bentuk perlindunga ln hukum a lta lupun 

ga lnti rugi a lta ls segena lp tinda lka ln 

pemerinta lh ya lng dira lsa lka ln merugika ln 

ma lsya lra lka lt. Untuk itu, da lpa lt 

disimpulka ln ba lhwa l hukum a ldministra lsi 

nega lra l mempunya li ciri da ln fungsi uta lma l: 

1. merupa lka ln hukum ya lng 

memberika ln pemba lta lsa ln terha lda lp   

kebeba lsa ln pemerinta lh, 

2. memberika ln ja lmina ln kepa lda l wa lrga l 

nega lra l a lta lu ma lsya lra lka lt ya lng ta la lt 

kepa lda l pemerinta lh,  

3. membeba lni kewa ljiba ln ba lgi wa lrga l 

nega lra l a lta lu ma lsya lra lka lt ya lng ta la lt 

kepa lda l pemerinta lh,  

4. memperlua ls da ln mempertega ls ba lta ls 

wewena lng pemerinta lh. 

 

hal yang tidak kalah pentingnya adalah, keharusan 

untuk mengimplementasikan beberapa asas-asas 

penyelenggaraan negara sebagaimana dijelaskan 

oleh Ridwan, yang diantaranya adalah sebagai: 

1.Asas bertindak cermat 

2.Asas kepastian hukum  

3. Asas kebijaksanaan 

4.Asas tidak mencampur adukkan kewenangan 

5.Asas keadilan dan kewajaran 

6.Asas penyelenggaraan kepentingan umum 

7. Asas keseimbangan 

Asas-asas tersebut merupakan norma-norma 

hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati 

olehpemerintah atau dengan bahasa lain asas-asas 

hukum tidak tertulis,dimana untuk keadaan-

keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturanhukum 

yang dapat diterapkan  

meliputi: 

1.Asas persamaan  

asas bahwa hal-hal yang sama harus 

diperlakukansama, dipandang sebagai salah satu 

asas hukum yang palingmendasar dan berakar 

didalam kesadaran hukum, khusus mengenai 

pemahaman kebijaksanaan ialah menunjukan 

perwujudan asasperlakuan yang sama atau asas 

persamaan 

2.Asas kepercayaan  

 asas kepercayaan termasuk di dalam asas-asas 

hukum yang paling mendasar dalam hukum 

publik dan hukum perdata, dalam hukum 

administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-

harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin harus 

dipenuhi. Asas ini sebagai dasar yuridis dari janji-

janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan 

kebijakasanan dan bentuk-bentuk rencana (yang 

tidak diatur dengan perundang-undangan) 

3. Asas kepastian hukum  

asas yang memiliki dua aspek, yang satulebih 

bersifat hukum material, yang lain bersifat formil. 

Asfek hukummateril berhubungan erat pada asas 

kepercayaan, asas kepastianhukum menghalangi 

badan pemerintah untuk menarik kembalisuatu 

ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian 

yangberkepentingan. 

4.Asas kecermatan  

asas ini mengadung arti bahwa suatu keputusan 

harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. 

Atau dapatdiartikan sebagai suatu keputusan harus 

mengandung arti, bahwasuatu keputusan harus 

dipersiapkan dan diambil dengan cermat. 

5.Asas pemberian alasan  
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adalah suatu keputusan harus dapat didukung oleh 

alasan-alasan yang dijadikan dasarnya 

6. Larangan „ detournement de pouvoir  ‟ 

(penyalahgunaan wewenang), 

adalah suatu wewenang tidak boleh digunakan 

untuk tujuan lainselain untuk tujuan yang 

diberikan. 

7.Larangan bertindak sewenang-wenang. 

 Atas dasar uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa wujud good governance 

adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara 

yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien 

dan efektif, dengan menjagakesinergisan interaksi 

yang konstruktif diantara ketiga domain 

Negara,swasta dan masyarakat. Oleh karena good 

governance   meliputi system administrasi Negara, 

maka upaya mewujudkan good governance   juga 

 

Hukum a ldministra lsi sa lnga lt berpera ln penting 

da lla lm proses pemba lnguna ln hukum na lsiona ll ya lng 

lebih ba lik da lri sisi a ldministra lsi. Semua l bergera lk 

sesua li denga ln tujua ln da ln fungsinya l ma lsing-

ma lsing. Da lla lm a lra lh pemba lnguna ln hukum 

na lsiona ll ya lng berla lnda lska ln konstitusi da ln 

kema lnusia la ln, kea ldila ln ha lrusla lh da lpa lt dia lkses 

semua l ka lla lnga ln ma lsya lra lka lt terma lsuk juga l 

kepa lstia ln da lla lm menda lpa ltka ln kea ldila ln. 

La lma lnya l proses hukum di penga ldila ln terka lda lng 

membua lt ma lsya lra lka lt sema lkin sulit mera lih 

kea ldila ln ha lkiki.  Oleh ka lrena l itu perlu terobosa ln 

hukum a lga lr pera ldila ln teta lp konsisten 

menera lpka ln a lsa ls pera ldila ln cepa lt, sederha lna l, da ln 

berbia lya l ringa ln. Denga ln ca lra l demikia ln a lka ln 

terhinda lrka ln pula l a lda lnya l proses pera ldila ln ya lng 

berla lrut-la lrut ya lng menga lkiba ltka ln berla lrut-

la lrutnya l pula l upa lya l penega lka ln kea ldila ln ya lng 

pa lda l a lkhirnya l justru da lpa lt menimbulka ln 

pengingka lra ln terha lda lp kea ldila ln itu sendiri. 

Begitupula lh denga ln semua l urusa ln terka lit 

a ldministra lsi ha lrus dila lkuka ln denga ln ba lik, tepa lt, 

da ln sesua li prosedur. (Sadjijono, 2008) 

Pendefinisia ln Hukum pida lna l ha lrus dima lkna li 

sesua li denga ln sudut pa lnda lng ya lng menja ldi 

a lcua lnnya l. Pa lda l prinsipnya l seca lra l umum a lda l dua l 

pengertia ln tenta lng hukum pida lna l, ya litu disebut 

denga ln ius poenalle da ln ius puniend. Ius poenalle 

merupa lka ln pengertia ln hukum pida lna l objektif. 

Mezger mendefinisika ln berka lita ln denga ln hukum 

pida lna l merupa lka ln "a ltura ln-a ltura ln hukum ya lng 

memba lta lsi sua ltu perbua lta ln tertentu ya lng 

sehingga l memenuhi sya lra lt tertentu ya lng 

menga lkiba ltka ln sua ltu a lkiba lt ya lng berupa l pida lna l. 

(Suyanto, 2015)  

Wirjono Projodikoro 

mengemuka lka ln istila lh hukum pida lna l 

suda lh diguna lka ln semenja lk penja lja lha ln 

Jepa lng di Indonesia l, denga ln 

mengguna lka ln istila lh Stralfrecht da lri 

ba lha lsa l bela lnda l, ya lkni Stra lf  Pida lna l da ln 

recht Hukum, ha ll tersebut guna l 

membeda lka ln denga ln istila lh hukum 

perda lta l ya lkni Burgelijkrecht a lta lu 

Privaltrecht ya lng dia lmbil da lri ba lha lsa l 

Bela lnda l. Hukum pida lna l menurut 

Moelja ltno a lda lla lh merupa lka ln sua ltu 

ba lgia ln da lri keseluruha ln hukum ya lng 

ditera lpka ln da ln berla lku pa lda l sua ltu 

nega lra l. Ba lgia ln la linnya l kemudia ln a lka ln 

diisi oleh sub hukum la lin seperti hukum 

perda lta l, hukum a lrgra lria l, hukum a lda lt 

a lta lu kebia lsa la ln, hukum ta lta l nega lra l a lta lu 

pemerinta lha ln da ln hukum la linnya l sesua li 

kebutuha ln nega lra l tersebut. Di Indonesia l 

kemudia ln diba lgi keda lla lm dua l kelompok 

berda lsa lrka ln sia lftnya l, ya lkni hukum 

publik da ln hukum priva lt. Hukum publik 

menga ltur hubunga ln a lnta lra l perseora lnga ln 

da ln nega lra l a lta lu juga l menga ltur periha ll 

kepentinga ln umum. Seda lngka ln hukum 

priva lt menga ltur soa ll hubunga ln 

persora lnga ln da ln kepentinga ln 

perora lnga ln.(Hakim, 2019) 

Da lla lm ha ll pemba lnguna ln hukum 

di sega lla l sektor sena lntia lsa l ha lrus 

mela lnda lska ln diri pa lda l sema lnga lt teka ld 

jiwa l na lsiona llisme  pa lra l founding 

falthers ba lngsa l ya lng lebih 

mengedepa lnka ln kesa ltua ln da ln persa ltua ln 

ba lngsa l ya lng terbingka li da lla lm nega lra l 

kesa ltua ln republik Indonesia l. Seluruh 

a lspek sistem keta lta lnega lra la ln ha lrus teta lp 

da lla lm bingka li NKRI sehinga l da lpa lt 

memproteksi a lda lnya l disintegra lsi da ln 

sepa lra ltisme ya lng berpotensi memeca lh 

bela lh keutuha ln ba lngsa l. Alpa lbila l dika lji 

seca lra l lebih menda lla lm, pemba lguna ln 

hukum tida lk da lpa lt dilepa lska ln da lri 

Pembuka la ln UUD NRI Ta lhun 1945 ya lng 
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tela lh menja ldi modus 

vivendi (kesepa lka lta ln luhur) ba lngsa l 

Indonesia l untuk hidup bersa lma l da lla lm 

ika lta ln sa ltu ba lngsa l ya lng ma ljemuk. Ia l 

juga l da lpa lt disebut seba lga li ta lnda l 

kela lhira ln (certificalte of birth) ya lng di 

da lla lmnya l memua lt pernya lta la ln 

kemerdeka la ln (prokla lma lsi) serta l 

identita ls diri da ln pija lka ln mela lngka lh 

untuk menca lpa li cita l-cita l ba lngsa l da ln 

tujua ln na lsiona ll. Da lri sudut hukum, 

Pembuka la ln UUD NRI Ta lhun 1945 ya lng 

memua lt Pa lnca lsila l itu menja ldi da lsa lr 

fa llsa lfa lh nega lra l ya lng mela lhirka ln cita l 

hukum(rechtsidee) da ln da lsa lr sistem 

hukum tersendiri sesua li denga ln jiwa l 

ba lngsa l Indonesia l sendiri. Pa lnca lsila l 

seba lga li da lsa lr nega lra l menja ldi sumber 

da lri sega lla l sumber hukum ya lng 

memberi penuntun hukum serta l 

menga lta lsi semua l pera ltura ln perunda lng-

unda lnga ln. Da lla lm keduduka lnnya l ya lng 

demikia ln, Pembuka la ln UUD NRI Ta lhun 

1945 da ln Pa lnca lsila l ya lng dika lndungnya l 

menja ldi stalaltsfundalmentall norms a lta lu 

pokok-pokok ka lida lh nega lra l ya lng 

funda lmenta ll da ln tida lk da lpa lt diuba lh 

denga ln ja lla ln hukum, kecua lli peruba lha ln 

ma lu dila lkuka ln terha lda lp identita ls 

Indonesia l ya lng dila lhirka ln pa lda l ta lhun 

1945. Kenya lta la ln ya lng terja ldi a lda lla lh  

ba lhwa l ma lsih sering terja ldi penega lka ln 

hukum ta lnpa l mengguna lka ln ha lti nura lni. 

Pendeka lta ln da lla lm penega lka ln hukum 

ha lnya l berla lnda lska ln pa lda l lega ll-

forma llistik, ha lnya l menga lcu pa lda l teks 

unda lng-unda lng. Seba lgia ln penega lk 

hukum mera lsa l tela lh cukup pua ls a lpa lbila l 

tela lh menega lkka ln hukum denga ln ca lra l 

mela lksa lna lka ln teks unda lng-unda lng. 

Mereka l tida lk berupa lya l kera ls untuk 

menca lri da ln menemuka ln kea ldila ln da ln 

kebena lra ln di da lla lm a lta lu diba llik teks 

unda lng-unda lng tersebut. Alkiba ltnya l 

penera lpa ln hukum di Indonesia l kera lp 

terkesa ln keja lm da ln ma lsih ja luh da lri ra lsa l 

kea ldila ln seja lti. Ba lnya lk a lpa lra lt penega lk 

hukum belum da lpa lt mema lha lmi ma lkna l 

da lri nila li-nila li kea ldila ln di ma lsya lra lka lt. 

Seba lgia ln a lpa lra lt penega lk hukum ha lnya l 

menja ldi “corong unda lng-unda lng”. 

Kea ldila ln Restora ltif a lda lla lh sebua lh 

konsep pemikira ln ya lng merespon 

pengemba lnga ln sistem pera ldila ln pida lna l 

denga ln menitikbera ltka ln pa lda l peliba lta ln 

ma lsya lra lka lt da ln korba ln da lla lm 

penyelesa lia ln perka lra l pida lna l ya lng a lda l. 

Peliba lta ln ini terka lit denga ln ta lha lpa ln-

ta lha lpa ln penega lka ln hukum pida lna l di 

tingka lt penyidika ln. Sebena lrnya l da lla lm 

ma lsya lra lka lt Indonesia l, konsep ini tela lh 

terbia lsa l dija lla lnka ln dima lna l ka lsus-ka lsus 

ya lng tergolong kecil/sepele ya lng 

dimusya lwa lra lhka ln di ba lwa lh penga lruh 

da ln wiba lwa l kepa lla l pemerinta lha ln 

tingka lt ba lwa lh (lura lh a lta lu ketua l RT) 

a lta lu kepa lla l a lda lt da ln tokoh a lga lma l 

setempa lt. Da lri musya lwa lra lh itu bia lsa lnya l 

a lka ln dia lmbil putusa ln ya lng sa lma l-sa lma l 

mempertimba lngka ln kepentinga ln pela lku 

da ln korba ln denga ln memfokuska ln pa lda l 

tujua lnnya l ya lkni memulihka ln a lta lu 

mengemba llika ln ketentera lma ln da ln 

keda lma lia ln di ma lsya lra lka lt serta l tida lk 

terja ldinya l permusuha ln da ln denda lm 

a lnta lra l pela lku da ln korba ln. Model 

kea ldila ln sema lca lm ini tela lh dicoba l 

dipra lktikka ln da lla lm perka lra l pida lna l ya lng 

rneliba ltka ln a lna lk seba lga li pela lkunya l. 

Seba lga li sa lla lh sa ltu pela lksa lna la ln pa lha lm 

kea ldila ln restora ltif tersebut a lda lla lh sa la lt 

ini pemerinta lh tenga lh menyia lpka ln 

ra lnca lnga ln unda lng-unda lng (RUU) 

tenta lng proses pera ldila ln da ln hukum 

menya lngkut a lna lk, penya lnda lng ca lca lt 

serta l wa lrga l la lnjut usia l. RUU tersebut 

merupa lka ln ba lgia ln integra ll da lri 

perba lika ln sistem hukum na lsiona ll ya lng 

tenga lh kita l la lkuka ln. Alpa lbila l na lska lh 

RUU tersebut tela lh sia lp a lka ln 

dima lsukka ln ke da lla lm Progra lm Legisla lsi 

Na lsiona ll (Prolegna ls).  Da lla lm RUU 

tersebut a lka ln dirumuska ln ba lga lima lna l 

hukuma ln ba lgi a lna lk da lla lm ka lsus ya lng 

sa lma l ha lrus dibeda lka ln. Ja ldi a lna lk-a lna lk, 

la lnjut usia l, ora lng ca lca lt itu tida lk bisa l 

disa lma lka ln hukuma lnnya l. Seba lga lima lna l 

prespektif hukum progresif ya lng 
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menempa ltka ln hukum untuk ma lnusia l 

dima lna l penga lnga ln, optik a lta lu keya lkina ln 

da lsa lr ini tida lk meliha lt hukum seba lga li 

sesua ltu ya lng sentra ll da lla lm berhukum, 

mela linka ln ma lnusia lla lh ya lng bera lda l di 

titik pusa lt perputa lra ln hukum. Hukum itu 

berputa lr di sekita lr ma lnusia l seba lga li 

ma lnusia l seba lga li pusa ltnya l. Hukum a lda l 

untuk ma lnusia l, buka ln ma lnusia l untuk 

hukum. Alpa lbila l kita l berpega lnga ln pa lda l 

keya lkina ln, ba lhwa l ma lnusia l itu a lda lla lh 

untuk hukum, ma lka l ma lnusia l itu a lka ln 

sela llu diusa lha lka ln, mungkin juga l 

dipa lksa lka ln, untuk bisa l ma lsuk ke da lla lm 

skema l-skema l ya lng tela lh dibua lt oleh 

hukum.(Rahardjo, 2010)

 Perkemba lnga ln politik hukum di 

Indonesia l berpenga lruh ba lgi 

perkemba lnga ln politik hukum pida lna l da ln 

politik pemida lna la ln, ka lrena l bersa lma la ln 

denga ln itu pula l hukum pida lna l 

mema linka ln pera lna ln ya lng sa lnga lt penting 

ba lgi upa lya l memperkua lt tujua ln 

penega lka ln hukum pa lda l Nega lra l ya lng 

berda lsa lrka ln hukum. Sumba lngih ya lng 

diberika ln oleh hukum pida lna l da lla lm ha ll 

pemba lnguna ln hukum  di Indonesia l 

a lda lla lh memberika ln ja lmina ln kepa lstia ln 

hukum da ln juga l kema lnfa la lta ln serta l 

kea ldila ln ya lng sema lkin ma lksima ll guna l 

tercipta lnya l ketera lktura ln da ln kea ldila ln 

ya lng diinginka ln ba lnya lk 

ora lng/ma lsya lra lka lt.  

Seperti ya lng dijela lska ln ba lhwa l hukum ya lng 

hidup di Indonesia l bersinggunga ln a lta lu 

berhubunga ln a lnta lra l sa ltu denga ln ya lng la lin, 

ma lka l ha ll ini juga l terja ldi pa lda l hukum pida lna l 

da ln hukum a ldministra lsi. Ketersinggunga ln 

a lta lupun hubunga ln kedua l hukum ini a lda lla lh 

sa lling melengka lpi sa ltu sa lma l la lin. Hukum 

pida lna l melengka lpi hukum a ldministra lsi, 

sehingga l menja ldi hukum pida lna l a ldministra lsi. 

La llu ba lga lima lna l, bila l da lla lm sa ltu ka lsus ha lrus 

mengguna lka ln dua l hukum ya lng berbeda l, 

enta lh itu hukum a ldmiistra lsi a lta lu hukum 

pida lna l? Sema lkin ba lnya lk hukum ya lng 

ma lmpu ditera lpka ln pa lda l sua ltu ka lsus, 

menunjuka ln ba lhwa l hukum diindonesia l 

bersifa lt flekibel a lta lu memeiliki fleksibilita ls 

ya lng ba lik. Seperti contoh, pela lngga lra ln 

terha lda lp hukum a ldministra lsi da lpa lt 

ditega lka ln oleh hukum pida lna l, a lpa lbila l sa lnksi 

ya lng ditera lpka ln oleh hukum a ldministra lsi 

dira lsa l kura lng memberika ln kema lnfa la lta ln, 

kepa lstia ln, a lta lupun kea ldila ln itu sendiri. 

 Persinggunga ln a lnta lra l hukum 

a ldministra lsi da ln hukum pida lna l da lpa lt 

mela lhirka ln sa ltu entita ls hukum ba lru ya lng 

kita l kena ll seba lga li hukum pida lna l 

a ldministra lsi. Seca lra l ga lris besa lr hukum 

pida lna l a ldministra lsi dimengerti seba lga li 

hukum pida lna l dibida lng pela lngga lra ln-

pela lngga lra ln  hukum a ldministra lsi. Hukum 

pida lna ln a ldministra lsi menga ltur ba lnya lk ha ll 

denga ln mengikut serta lka ln unsur hukum 

a ldministra lsi da ln juga l unsur da lri hukum 

pida lna l.  Ha lzewinkel-Suringga l seba lga lia lma lna l 

dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro 

menjela lska ln bagaimana  hubunga ln a lnta lral 

hukum pida lna l da ln hukum a ldministra lsi. 

Hubunga ln tersebut timbul ka lrena l : “Tidalk 

pernalh dalpalt dikaltalkaln seca lral tepalt, 

dimalnal letalk baltals alntalral hukum pidalnal 

daln hukum perdaltal, alntalral hukum pidalnal 

daln hukum pendidikaln, alntalral hukum 

pidalnal daln hukum aldministralsi”. Wirjono 

Prodjodikoro sendiri mengemuka lka ln ba lhwa l 

tida lk a lda lnya l ta lnda l-ta lnda l ba lta ls ya lng 

mendeskripsika ln hubunga ln ya lng era lt a lnta lral 

hukum pida lna l da ln a ldministra lsi sela lin 

terleta lk pa lda l ra lsa l kea ldila ln.(Wirjono 

Prodjodikoro, 2014)  

  Romeyn sendiri meliha lt hubunga ln 

a lnta lra l hukum pida lna l da ln hukum 

a ldministra lsi terleta lp pa lda l fungsi hukum 

pida lna l terha lda lp hukum a ldminitra lsi. 

Ma lksudnya l a lda lla lh ba lhwa l hukum pida lna l 

berfungsi seba lga li pemba lntu a lta lu hulprecht 

ba lgi hukum a ldministra lsi a ldministra lsi nega lra l. 

Ha ll ini dila lha lt da lri peneta lpa ln sa lnksi pida lna l 

ya lng a lda lla lh sa lla lh sa ltu sa lra lna l untuk da lpa lt 

menega lka ln  hukum a ldministra lsi nega lra l 

administrasi nega lra l seca lra l ba lik da ln 

ma lksima ll. Sela lin itu, ha ll ini juga l da lpa lt 

terja ldi seba lliknya l, ba lhwa l hukum pera lngka lt 

pera ltura ln ya lng a lda l pa lda l hukum a ldministra lsi 

da lpa lt dima lsuka ln da lla lm hukum 

pida lna l.(Raharja & Dewi, 2013) 
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Kesimpula ln ya lng da lpa lt dia lmbil da lri 

penjela lsa ln bebera lpa l a lhli dia lta ls periha ll 

hubunga ln hukum pida lna l da ln a ldmnistra lsi 

nega lra l a lda lla lh ba lhwa l hukum pida lna l tida lk 

ha lnya l bersifa lt otonom. Na lmun hukum 

pida lna l jiga l bersifa lt komplementer ka lrena l 

bersifa lt memba lntu ca lba lng hukum la lin, sa lla lh 

sa ltunya l hukum a ldministra lsi. Keterka lita ln 

hukum a ldministra lsi denga ln hukum pida lna l 

da lpa lt dipa lha lmi ka lrena l kedua lnya l merupa lka ln 

hukum publik da ln da lla lm proses penega lka ln 

hukum, sa lnksi pida lna l (hukum pida lna l) 

diperguna lka ln untuk memperkua lt sa lnksi 

da lla lm hukum a ldministra lsi nega lra l.  Di da lla lm 

Hukum Aldministra lsi Nega lra l, pemerinta lh 

menduduki pera lna ln penting ka lrena l 

pemerinta lh menja lla lnka ln roda l pemba lnguna ln 

da ln memberika ln pela lya lna ln umum (public 

service). Di da lla lm pela lksa lna la ln tuga ls-tuga ls 

pemerinta lha ln menuntut tercipta lnya l sua lsa lna l 

tertib, terma lsuk tertib hukum. Pemba lnguna ln 

nega lra l merupa lka ln ba lgia ln menda lsa lr da lri 

pela lksa lna la ln tuga ls-tuga ls pemerinta lha ln 

ka lrena l ha ll tersebut tida lk terlepa ls da lri upa lya l 

pemberia ln pela lya lna ln pa lda l ma lsya lra lka lt da ln 

pa lra l wa lrga l. Di da lla lm ra lngka l mewujudka ln 

sua lsa lna l tertib itu, ma lka l pelba lga li progra lm 

da ln kebija lksa lna la ln pemba lnguna ln  nega lra l 

perlu didukung da ln ditega lkka ln oleh 

sepera lngka lt ka lida lh pera ltura ln perunda lng-

unda lnga ln ya lng a lnta lra l la lin memua lt a ltura ln 

da ln pola l perila lku-perila lku tertentu, berupal 

la lra lnga ln-la lra lnga ln, kewa ljiba ln-kewa ljiba ln da ln 

a lnjura ln-a lnjura ln. Tia lda l guna lnya l 

memberla lkuka ln ka lida lh-ka lida lh hukum 

ma lna lka lla l ka lida lh-ka lida lh itu tida lk da lpa lt 

dipa lksa lka ln mela llui sa lnksi da ln menega lkka ln 

ka lida lhka lida lh dima lksud seca lra l prosedura ll 

(hukum a lca lra l). Sa lla lh sa ltu upa lya l pema lksa la ln 

hukum (lalw enforcement) itu a lda lla lh mela llui 

pemberla lkua ln sa lnksi pida lna l terha lda lp piha lk 

pela lngga lr menginga lt sa lnksi pida lna l 

memba lwa l serta l a lkiba lt hukum ya lng terpa lut 

denga ln kemerdeka la ln priba ldi (berupa l pida lna l 

penja lra l, kurunga ln) da ln ha lrta l benda l (a lnta lral 

la lin berupa l pengena la ln denda l) da lri pela lngga lr 

ya lng bersa lngkuta ln. Itula lh seba lbnya l, ha lmpir 

pa lda l pelba lga li ketentua ln ka lida lh pera ltura ln 

perunda lng-unda lnga ln (terma lsuk uta lma lnya l di  

bida lng pemerinta lha ln da ln pemba lnguna ln 

nega lra l) sela llu diserta li denga ln pemberla lkua ln 

sa lnksi pida lna l, berupa l pida lna l penja lra l, 

kurunga ln, denda l da ln 

sema lca lmnya l.(M.Hadjon, 2015) 

Bentuk persinggungan  Hukum 

Aldministra lsi Da ln Hukum Pida lna l 

Da lla lm Sa ltu Ka lsus Hukum 

Persinggunga ln a lta lu hubunga ln a lnta lra l 

hukum pida lna l da ln hukum a ldministra lsi 

da lpa lt ditemuka ln mela llui produk 

unda lng-unda lng a ldministra lsi ya lng 

memua lt kebija lka ln penera lpa ln sa lnksi 

pida lna l dida lla lmnya l. Ha ll ini menunjuka ln 

ba lhwa l kedua l sub hukum ini sa lling 

berhubunga ln sa ltu sa lma l la lin. 

                   Kebijalkaln Salnksi Pidalnal  Dallalm 

Perundalng-Undalngaln 

Aldministralsi    

Hukum pida lna l ba lnya lk 

diguna lka ln untuk menda lmpingi 

ca lba lng hukum la lin da lla lm 

penera lpa lnnya l khusunya l pa lda l ha ll 

ya lng berka lita ln denga ln sa lnksi. 

Ha ll ini sema lta l hukum pida lna l da ln 

sa lnksi pida lna l dira lsa l lebih 

ma lksima ll ditera lpka ln untuk 

terca lpa linya l kea ldila ln da ln 

keseja ltera la ln bersa lma l. Hukum 

pida lna l diliha lt seba lga li sa lla lt sa ltu 

a lla lt (tools) ya lng ya lng da lpa lt 

diguna lka ln untuk kontrol sosia ll 

da ln da ln reka lya lsa l sosia ll (lalw als 

sociall control alnd sociall 

engineering). Ha ll ini da lpa lt 

dira lsa lka ln mela llui produk 

perunda lng-unda lnga ln ya lng ya lng 

ma lsif mengguna lka ln a lta lupun 

menyelipka ln unsur hukum pida lna l 

disa lla lmnya l, sehingga l terliha lt da ln 

punya l kecenderunga ln seba lga li 

cora lk da lri politik hukum 

Indonesia l. Hukum pida lna l 

dia lngga lp seba lga li gualrd ba lgi 

disiplin hukum la linnya l, terma lsuk 

hukum a ldministra lsi. Ma lka l a lda l 

sema lca lm pokok pikira ln ya lng 

muncul di permuka la ln ba lhwa l, 

produk legisla lsi ya lng dicipta lka ln 
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ta lnpa l a lda lnya l unsur hukum pida lna l 

di da lla lmnya l, dia lngga lp produk 

ya lng tida lk bernila li. Alda lla lh ha ll 

ya lng wa lja lr di za lma ln seka lra lng 

a lpa lbila l hukum pida lna l a lda l a lta lu 

ha ldir pa lda l seba lgia ln besa lr produk 

legisla ltf, menginga lt eksistensi 

da lri hukum pida lna l itu sendiri 

tida lk perlu diperdeba ltka ln da ln 

dira lguka ln la lgi. Pengguna la ln 

hukum pida lna l da lla lm  ca lba lng 

hukum la lin pun ha lrus disesua lika ln 

denga ln prinsip da ln ra lmbu da lri 

hukum pida lna l itu sendiri. Seba lb, 

a lpa lbila l tida lk dipa ltuhi, ma lka l a lka ln 

merusa lk eksistensi da lri hukum 

pida lna l itu sendiri. Alpa lbila l 

pengguna la ln hukum pida lna l ta lnpa l 

memperha ltika ln kebija lka ln 

pembera lnta lsa ln keja lha lta ln mela llui 

hukum pida lna l, ba lhka ln diguna lka ln 

seca lra l sa lma l-ra lta l 

(indiscriminaltely) da ln mema lksa l 

(curcively) ma lka l ketentua ln 

hukum pida lna l tersebut a lka ln 

hila lng sifa ltnya l seba lga li penja lmin 

uta lma l (prime gualralnter) ba lhka ln 

a lka ln menja ldi penga lnca lm uta lma l 

(prime threaltener } sanksi sanksi 

merupakan bagian penutup yang 

penting di dalam hukum juga 

dalam hukum administrasi pada 

umumnya tidak ada guna 

nya .(Kenedi, 2017) 

Penyebalb Munculnyal salnksi 

Pidalnal Didallalm Undalng-

undalng Aldministralsi  

Sa lnksi pida lna l a ldministra lsi 

sendiri muncul dida lla lm unda lng-

unda lng Aldmistra lsi dipenga lruhi 

oleh bebera lpa l fa lktor a lnta lra l la lin :  

1. Lema lhnya l sifa lt Sa lnksi 

Aldministra ltif 

Ketentua ln berdasarkan 

perunda lng-unda lnga ln 

a ldministra lsi sia lftnya l menga ltur 

seca lra l a ldministra ltif. Sa lnksi 

ya lng diberika ln juga l bersifa lt 

a ldministra lsi, terga lntung 

pela lngga lra ln ya lng dibua lt da ln 

sia lpa l sosok ya lng mela lngga lr. 

Di da lla lm hukum da ln unda lng-

unda lng a ldministra lsi juga l 

ditempa ltka ln sa lnksi pida lna l 

seba lga li unsur pelengka lp. 

Fa lktor uta lma lnya l a lda lla lh 

ka lrena l sa lnksi a ldministra lsi 

dira lsa l belum ma lmpu untuk 

menega lka ln hukum 

a ldministra lsi tersebut seca lra l 

ma lksima ll. Denga ln ka lta l la lin, 

sa lnksi a ldministra ltif ma lsih 

lema lh untuk menimbulka ln 

efek ya lng signifika ln da lla lm 

menca lpa li kea ldila ln hukum da ln 

kema lnfa la lta lnnya l. Lema lhnya l 

sa lnksi a ldministra lsi da lpa lt 

ditemui misa llnya l da lla lm 

bentuk penera lpa ln denda l, 

tegura ln, turunka ln ja lba lta ln, 

muta lsi, skorsing da ln la lin-la lin. 

Sa lnksi ya lng sema lca lm ini 

tida lk da lpa lt menimbulka ln efek 

jera l. Alka ln a lda l ba lnya lk 

pela lngga lra ln ya lng dibua lt 

a lta lupun berula lng, menginga lt 

sifa lt sa lnksi a ldministra lsi ya lng 

lema lh. Berka lita ln denga ln ha ll 

ini, Mula ldi berpenda lpa lt 

ba lhwa l hukum a ldministra lsi 

mempunya li kecenderunga ln 

untuk mengguna lka ln da ln 

menyema ltka ln hukum unsur 

pida lna l (sa lnksi pida lna l) a lda lla lh 

demi memperkua lt sa lnksi 

a ldministra lsi ya lng tela lh dibua lt. 

(H.Muladi, 1995) Seca lra l 

logika l da lpa lt dita lrik bena lng 

mera lhnya l ba lhwa l, hukum 

pida lna l a lka ln ditera lpka ln a lta lu 

dipa lka li a lpa lbila l hukum 

a ldministra lsi tida lk mempa ln 

da ln ma lmpu menga lta lsi sua ltu 

ma lsa lla lh. Ca lta lta lnya l a lda lla lh 

ba lhwa l hukum pida lna l tida lk 

boleh diguna lka ln seca lra l 

sera lmpa lnga ln. Hukum pida lna l 

ha lrus diguna lka ln sesua li 
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denga ln ka lida lh ya lng sesua li. 

Alga lr hukum pida lna l itu sendiri 

tida lk kehila lnga ln ma lrwa lhnya l 

seba lga li sa lla lh sa ltu hukum 

ya lng disega lni. 

2. Berkemba lngnya l  Hukum Pida lna l  

    Fenomena l tenta lng a lda lnya l 

ra ltusa ln pera ltura ln ya lng 

menentuka ln sa lnksi pida lna l 

da lla lm unda lng-unda lng hukum 

a ldministra lsi ini oleh Mula ldi 

dia lngga lp seba lga li ka lra lkter 

perkemba lnga ln hukum pida lna l 

ya lng bersifa lt fra lgmenta lris. 

3.  Alngga lpa ln Mula ldi ini 

menunjuka ln ba lhwa l pa lda l 

kenya lta la lnnya l hukum pida lna l 

itu berkemba lng, da ln 

perkemba lnga lnnya l itu 

mempenga lruhi hukum la lin, 

sa lla lh sa ltunya l hukum 

a ldministra lsi. Perkemba lnga ln 

hukum pida lna l ini tda lk terlepa ls 

a lka ln kebutuha ln ma lsya lra lka lt 

ya lng ma lkin berta lmba lh da lla lm 

menginginka ln kea ldila ln da ln 

kesja ltera la ln. Berkemba lngnya l 

hukum pida lna l menja ldi ca lta lta ln 

penting terma lsuk hukum 

a ldministra lsi da lla lm upa lya l 

mema lksima llka ln citra l hukum 

seba lga li pencipta l ketertiba ln 

umum. Denga ln a lda lnya l 

perkemba lnga ln hukum pida lna l, 

ma lu ta lk ma lu hukum 

a ldminista lrsi ha lrus 

mengga lndengnya l mela llui 

penera lpa ln sa lnksi pida lna l guna l 

meka lsima llka ln sa lnksi 

a ldministra lsi. Alngga lpa ln 

Mula ldi kemudia ln didukung 

oleh ha lsil penga lma lta ln Ba lrda l 

Na lwa lwi Alrief ya lng 

mengga lmba lrka ln ba lhwa l 

setida lknya l terda lpa lt a lda lnya l 29 

produk legisla ltif berupa l 

unda lng- unda lng da lla lm kurun 

wa lktu ta lhun 1985 – 1995 ya lng 

memua lt ba lb tenta lng ketentua ln 

pida lna l ya lng seba lgia ln besa lr 

merupa lka ln hukum 

a ldministra lsi.(Nainggolan & 

Setyawanta, 2015) 

Ha ll ini sema lkin menunjuka ln 

berkemba lngnya l hukum pida lna l, 

ya lng ma lna l ha lsil 

perkemba lngnya l juga l terja ldi 

pa lda l proses kola lbora lsi a lnta lra l 

hukum pida lna l mela llui  sa lnksi 

pida lna l ya lng di ma lsuka ln juga l 

ke da lla lm hukum a ldministra lsi.  

Hukum Pida lna l Aldministra lsi di 

Indonesia l menga lla lmi 

perkemba lnga ln ya lng pesa lt 

seiring denga ln berkemba lngnya l 

modus opera lndi keja lha lta ln di 

era l modernisa lsi da ln 

perkemba lnga ln teknologi sa la lt 

ini. Ha ll ini terliha lt ba lhwa l 

ha lmpir seba lgia ln besa lr produk 

legisla ltif mengguna lka ln sa lnksi 

pida lna l, seola lh-ola lh pembentuk 

unda lng-unda lng belum pua ls 

a lpa lbila l unda lng-unda lng ya lng 

diha lsilka lnnya l ta lnpa l a lda lnya l 

hukum pida lna l. 

4. Mewujdka ln Cita l-Cita l 

Kea ldila ln  

La lta lr bela lka lng a lda lnya l a lspek 

pida lna l pa lda l perunda lng-

unda lnga ln a ldministra lsi 

diseba lbka ln untuk terwujudnya l 

ma lsya lra lka lt a ldil da ln ma lkmur 

(Sociall Welfalre Policy) 

seba lga lima lna l ya lng 

dia lma lna ltka ln oleh Pembuka la ln 

Unda lng-Unda lng Da lsa lr 1945 

diperluka ln a lda lnya l sua ltu 

kebija lka ln perlindunga ln 

terha lda lp ma lsya lra lka lt (sociall 

defence policy). Untuk itu 

perlu a lda lnya l kebija lka ln 

penga ltura ln (regulaltive policy) 

seluruh a lktivita ls kehidupa ln 

ma lsya lra lka lt, khususnya l ya lng 

berka lita ln denga ln persoa lla ln-

persoa lla ln ya lng menya lngkut 

tuga ls nega lra l untuk 
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menseja lhtera lka ln ma lsya lra lka lt 

berda lsa lrka ln ketentua ln hukum 

a ldministra lsi nega lra l. Alga lr 

seluruh ketentua ln a ldministra lsi 

nega lra l da lpa lt berla lku seca lra l 

efektif ma lka l dikemba lngka ln 

sua ltu kebija lka ln penega lka ln 

hukum (la lw enforcement 

policy) denga ln mela lkuka ln 

fungsiona llisa lsi a lspek hukum 

pida lna l da lla lm pera ltura ln-

pera ltura ln ya lng bersifa lt 

a ldministra lsi sehingga l 

memunculka ln hukum pida lna l 

a ldministra lsi (aldministraltive 

penall lalw). Ha ll ini berka lita ln 

denga ln sa lla lh sa ltu fungsi da lri 

unda lng-unda lng a lda lla lh 

menga ltur hidup 

kema lsya lra lka lta ln (sociall 

control) da ln mengenda llika ln 

ma lsya lra lka lt (sociall 

engineering) kea lra lh ya lng 

dia lngga lp berma lnfa la lt. Da lla lm 

pera ltura ln hukum pida lna l 

seperti Kita lb Unda lng-Unda lng 

Hukum Pida lna l (KUHP) da lpa lt 

dijumpa li fungsi ini. 

5.  Unsur Melawan Hukum 

Ridwan HR dalam melakukan analisis unsur 

tersebut, pada intinya menyebutkan bahwa 

seorang pejabat di samping sebagai wakil jabatan 

(vertegenwoordiger)  yang melakukan tindakan 

untuk dan atas nama jabatan 

(ambthshalve)  yang dalam hal ini berlaku norma 

pemerintahandan membawa konsekuensi 

tanggungjawab jabatan, juga sebagai manusia 

(natuurlijke person) 

yang tunduk pada norma perilaku aparat dan 

berpotensi melakukan tindakan maladministrasi 

yang mebawa konsekuensi tanggungjawab pribadi. 

Sanksi pidana baik berupa penjara maupun denda 

diterapkan terhadap pejabat secara pribadi  (in 

person) yang melakukan tindakan 

maladministrasi.Dengan demikian, menurut 

Ridwan suatu perbuatan pejabat dapat 

dikategorikan memenuhi unsur “melawan 

hukum” dalam arti formil 

(formelewederrechtelijkheid)  ketika 

tindakannya itu dalam kapasitas sebagai wakil 

jabatan dan berkenaan dengan norma 

pemerintahan.Sedangkan suatu perbuatan 

pejabat dapat dikategorikan memenuhi unsur 

“melawan hukum” dalam arti materil 

(materiele wederrechtelijkheid)   ketika 

pejabat yang bersangkutan melakukan 

tindakan maladministrasi. Konsekuensi 

yuridis Tindakan maladministrasi adalah 

tanggungjawab pribadi. 

Sa lla lh sa ltu contoh bentuk ketersinggunga ln a lta lu 

hubunga ln a lnta lra l hukum pida lna l da ln hukum 

a ldministra lsi a lda lla lh da lpa lt diliha lt mela llui upa lya l 
membra lnta ls tinda lka ln korupsi a lta lu perka lra l soa ll 

korupsi. Tinda lka ln korupsi meliba ltka ln dua l ha ll 

ya lng menda lpa lt perha ltia ln, ya litu seca lra l 

a ldministra ltif berka lita ln denga ln korpora lsi da ln juga l 
berka lita ln denga ln tinda lk pida lna l. Perta lma l, da lri 

segi hukum a ldministra lsi, ma lka l ya lng perlu 

diimpelementa lsika ln a lda lla lh mencipta lka ln iklim 
kerja l ya lng seha lt da lla lm lingkup tuga ls 

pemerinta lha ln, ba lik di tingka lt pusa lt ma lupun di 

tingka lt da lera lh mela llui prinsip good governalnce. 
Alrti ka lta l ”good” da lla lm good governa lnce 

menga lndung dua l pengertia ln seba lga li berikut: 

Perta lma l, nila li ya lng menjunjung tinggi keingina ln 

a lta lu kehenda lk ra lkya lt, da ln nila li ya lng da lpa lt 
meningka ltka ln kema lmpua ln ra lkya lt da lla lm 

penca lpa lia ln tujua ln na lsiona ll, kema lndiria ln, 

pemba lnguna ln berkela lnjuta ln da ln kea ldila ln sosia ll 

Penyalahgunaan wewenang mungkin di 

lakukan oleh mereka yang mempunyai 

wewenang atas dasar atribusi dan delegassi 

dalam hal pihak yang mungkin 

menyalahgunakan wewenang adalah pihak 

yang di bebani tenggung jawab hukum Hal ini 

sejalan dengan asas geenbevoegheid 

zonder ,verantwoordelijkhedi dan geen 

veroontwoordelijkheid zonder 

verantwoording  [ tidak ada kewenangan 

tanpa pertanggung jawaban dan tidak ada 

pertanggung jawaban tanpa kewajiban]  
Kedua l, a lspek fungsiona ll da lri pemerinta lha ln ya lng 
efektif da ln efisien da lla lm pela lksa lna la ln tuga lsnya l 

untuk menca lpa li tujua ln tersebut . Kedua l, da lri 

hukum pida lna l da ln/a lta lu sa lnksi pida lna l, da lla lm ha ll 

ini, sa lnksi pida lna l seha lrusnya l dija ldika ln seba lga li 
a lla lt terka lhir untuk menjera lka ln koruptor a lta lu 

seba lga li stra ltegi represif. Ha ll ini sesua li denga ln 

ka lra lkter hukum pida lna l itu sendiri ya lng 
memposisika ln diri seba lga li ultimum remedium. 
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Seba lga lima lna l disebutka ln oleh Wirjono 

Prodjodikoro ba lhwa l ba lhwa l sifa lt sa lnksi pida lna l 

a lda lla lh seba lga li senja lta l pa lmungka ls a lta lu ultimum 

remedium jika l diba lndingka ln denga ln sa lnksi 

perda lta l a lta lu sa lnksi a ldministra lsi.  (Prodjodikoro, 

2003) 
 

PENUTUP 
KESIMPULAN  

   Bahwa Pemba lnguna ln hukum di Indonesia l 

merupa lka ln sua ltu cita l-cita l ya lng seja lla ln denga ln 

pemba lnguna ln na lsiona ll itu sendiri. Pemba lnguna ln 

hukum na lsiona ll a lda lla lh proses memba lngun 

sebua lh ta lta lna ln hukum sendiri ba lgi kebutuha ln 

ba lngsa l Indonesia l, terma lsuk di da lla lmnya l 

pera lngka lt hukum, serta l denga ln pra lktik 

penega lka lnnya mengingat sifat  sanksi 

administrasi yang lemah. Selain karena faktor 

tesebut diatas, hukum pidana juga berkembang. 

Perkembangan hukum pidana tidak hanya terjadi 

pada ranah hukum pidana itu sendiri, tetapi juga 

terjadi didalam cabang hukum lain. Masifnya 

peraturan peundang-undangan  yang 

menempatkan sanksi pidana didalamnya, 

menunjukan bahwa hukum pidana telah 

berkembang jauh. Perkembangan ini tentunya 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing, selama 

bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan 

keadilan Bersama Mempunya li hukum sendiri 

ya lng proporsiona ll  merupa lka ln upa lya l menunjuka ln 

ja lti diri ba lngsa l sesua li denga ln cita l-cita l 

kemerdeka la ln ba lngsa l Indonesia l. Pemba lnguna ln 

hukum na lsiona ll ha lrus ma lmpu ma lndiri, da ln 

seca lra l berta lha lp ma lmpu melepa lska ln diri da lri 

penga lruh hukum wa lrisa ln ya lng a lda l di ma lsa l la llu 

seja lk ma lsa l kolonia ll.  Ha ldirnya l hukum 

a ldministra lsi da ln juga l hukum pida lna l a lda lla lh 

ba lgia ln da lri unsur ya lng mendukung pemba lnguna ln 

hukum na lsiona ll. Seja ltinya l semua l sub hukum, 

terma lsuk dida lla lmnya l hukum pida lna l da ln 

a ldministra lsi sa lling berhubunga ln sa ltu sa lma l la lin. 

Sifa ltnya l a lda lla lh sa lling melengka lpi, 

bersinggunga ln, da ln juga l turut mengha lnta lr potensi 

hukum di Indonesia l menja ldi lebih progresif 

sesua li denga ln a lra lh pemba lnguna ln hukum 

na lsiona ll itu sendiri. Pa lda l prinsipnya l, hukum 

a ldminitra lsi da ln hukum pida lna l a lda lla lh dua l unsur 

ya lng berbeda l na lmun sa lling membutuhka ln . 

Ma lna lka lla l hukum a ldministra lsi tida lk ma lmpu 

menja lla lnka ln fungsinya l seca lra l ma lksima ll, ma lka l 

hukum pida lna l da lpa lt ma lsuk da ln menera lpka ln 

unsur pida lna l dida lla lmnya l. Ha ll ini kemudian 

menimbulka ln entita ls hukum ba lru ya lng lumra lh 

disebut hukum pida lna l a ldministra lsi. Hukum 

pida lna l a ldministra lsi sebagai jembatan  kebutuha ln 

a lka ln hukum ya lng lebih progresif, sehingga l 

la lhirla lh hukum ya lng idea ll ba lgi semua l ora lng, da ln 

sesua li denga ln a lra lh pemba lnguna ln hukum 

na lsiona ll.      
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